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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan hak inisiatif anggota DPRD dalam
penyusunan peraturan daerah di Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif Siyasah Tasyri’iyah.
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif anggota DPRD
belum optimal. Keterbatasan kemampuan penyusunan naskah akademik dan /fega/ drafting,
dominasi eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah, minimnya latar belakang
pendidikan hukum anggota DPRD, serta keterbatasan sumber daya dan waktu menjadi faktor
utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Perspektif Siyasah Tasyri’iyah menempatkan hak
inisiatif DPRD sebagai implementasi konsep ab/ al-hall wa al-'aqd, prinsip syura, kemaslahatan
umum (waslahah), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD belum terlaksana secara optimal sehingga prinsip
musyawarah dalam pembentukan peraturan daerah belum terwujud secara maksimal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD memerlukan penguatan
kapasitas legislasi, peningkatan peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),
dukungan tenaga ahli, serta penguatan orientasi legislasi yang berlandaskan kemaslahatan
masyarakat.

Kata Kunci: hak inisiatif DPRD, peraturan daerah, Siyasah Tasyri’iyab, fungsi legislasi, Bapemperda.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan prinsip desentralisasi
yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya. Ketentuan tersebut
ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menjadi landasan konstitusional pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi
daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan. Fungsi legislasi memiliki arti strategis karena menjadi instrumen
pembentukan produk hukum daerah yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus
menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan
(Oktavianus 2022).

Hak inisiatif merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi
legislasi DPRD. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada anggota DPRD untuk
mengusulkan rancangan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, dinamika
pembangunan daerah, dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan
mengenai hak inisiatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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13 Tahun 2022. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah
bukan hanya menjadi kewenangan kepala daerah, melainkan juga merupakan tanggung jawab
konstitusional DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah (Amnurdiant and
Habibullah 2025).

Kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah menuntut pelaksanaan fungsi
legislasi secara aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hak inisiatif tidak hanya
dimaknai sebagai kewenangan formal untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, tetapi
juga sebagai indikator kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi
politik. Tingginya pemanfaatan hak inisiatif mencerminkan kemampuan DPRD dalam
menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan hukum yang memiliki kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan. Rendahnya pemanfaatan hak tersebut menunjukkan belum
optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Fenomena tersebut masih ditemukan pada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rancangan peraturan daerah
yang berasal dari hak inisiatif DPRD masih jauh lebih sedikit dibandingkan rancangan
peraturan daerah yang diajukan oleh pihak eksekutif. Kondisi tersebut mengindikasikan
bahwa pembentukan peraturan daerah masih didominasi oleh pemerintah daerah, sedangkan
kontribust DPRD melalui hak inisiatif belum menunjukkan peran yang optimal sebagai
representasi kepentingan masyarakat (Umbarayasa, Matompo, and Hasmin 2021).

Keterbatasan kemampuan anggota DPRD dalam menyusun naskah akademik dan /ega/
drafting menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan hak inisiatif.
Keterbatasan jumlah tenaga ahli legislasi, dukungan anggaran, pengalaman pembentukan
peraturan daerah, serta alokasi waktu pembahasan turut memengaruhi efektivitas
pelaksanaan fungsi legislasi. Dominasi usulan dari pihak eksekutif juga menyebabkan ruang
pengembangan hak inisiatif DPRD menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga
oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja lembaga legislatif
daerah.

Perspektif Siyasah Tasyri'iyah memandang pembentukan peraturan sebagai bagian dari
amanah penyelenggaraan pemerintahan yang harus diarahkan untuk mewujudkan
kemaslahatan masyarakat. Konsep ab/ al-hall wa al-'agd memberikan legitimasi terhadap
keberadaan lembaga perwakilan dalam merumuskan kebijakan publik melalui mekanisme
musyawarah (syzrd). Prinsip amanah, keadilan, dan almaslahab al-'ammah menjadi landasan
moral dalam setiap proses pembentukan peraturan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak
hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif
sesual dengan tujuan syariat (Sjuhad 2014).

Kajian mengenai fungsi legislasi DPRD telah berkembang dalam berbagai penelitian
hukum tata negara maupun hukum Islam. Pembahasan yang tersedia umumnya berfokus
pada pelaksanaan fungsi legislasi, hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah, serta
efektivitas pembentukan peraturan daerah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan
pelaksanaan hak inisiatif DPRD dengan perspektif Siyasah Tasyri'iyah masih relatif terbatas.
Ruang kajian tersebut menunjukkan pentingnya analisis yang tidak hanya menilai pelaksanaan
hak inisiatif berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip
ketatanegaraan Islam.

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan hak
inisiatif DPRD sebagai salah satu indikator kualitas fungsi legislasi daerah. Hasil penelitian
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diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata
negara dan hukum Islam, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan
kapasitas legislasi DPRD. Penguatan hak inisiatif diharapkan mampu menghasilkan
peraturan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat
prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
(Sadewa and Maharani n.d.).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan hak inisiatif anggota DPRD dalam
penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif Szyasah
Tasyri'yah. Analisis difokuskan pada pelaksanaan hak inisiatif, faktor-faktor yang
memengaruhi pemanfaatannya, serta relevansinya dengan prinsip syzra, abl al-hall wa al-'aqd,
amanah, dan kemaslahatan dalam pembentukan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat bagaimana
implementasi hak inisiatif DPRD dalam praktik penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan,
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan pihak terkait lainnya. Sedangkan
data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen
resmi yang berkaitan dengan hak inisiatif DPRD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara menguraikan data yang
diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di
Kabupaten Bengkulu Selatan

Hak inisiatif merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPRD yang berfungsi
memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi DPRD untuk mengajukan rancangan
Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan, serta dinamika pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2020-2025
belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari dominannya rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari usulan pemerintah daerah dibandingkan rancangan yang
diinisiasi oleh DPRD. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi legislasi DPRD masih
cenderung bersifat responsif terhadap wusulan eksekutif daripada proaktif dalam
menghasilkan kebijakan hukum daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kedudukan yang setara antara DPRD dan
kepala daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kesetaraan tersebut menunjukkan
bahwa hak inisiatif bukan sekadar kewenangan formal, melainkan instrumen strategis untuk
mewujudkan fungsi representasi politik dan memperkuat demokrasi lokal (Nurdin 2020).

Pemanfaatan hak inisiatif yang belum optimal dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan
DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian
anggota DPRD masih mengalami kesulitan dalam menyusun naskah akademik maupun
merumuskan norma hukum yang sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-
undangan. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan kemampuan /lega/ drafting yang belum
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merata di kalangan anggota DPRD. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan rancangan
Peraturan Daerah lebih banyak bergantung pada bantuan tenaga ahli atau perangkat
sekretariat DPRD. Ketergantungan tersebut berdampak pada rendahnya inisiatif anggota
DPRD dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah secara mandiri. Maria Farida Indrati
menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan penguasaan
terhadap teknik penyusunan norma hukum agar produk hukum yang dihasilkan memenuhi
asas kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Temuan penelitian ini
memperlihatkan bahwa aspek teknis penyusunan regulasi masih menjadi tantangan utama
dalam optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (Samad, Nur, and
Erwinta 2025).

Latar belakang pendidikan anggota DPRD juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan
hak inisiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh anggota DPRD memiliki
kompetensi akademik di bidang hukum atau ilmu perundang-undangan sehingga proses
penyusunan rancangan Peraturan Daerah sering kali menghadapi kendala konseptual
maupun teknis. Kondisi tersebut tidak menunjukkan rendahnya kualitas representasi politik
anggota DPRD, tetapi menggambarkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas
kelembagaan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan legislasi. Jimly Asshiddiqie
menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak hanya menjalankan fungsi representasi politik,
tetapi juga bertanggung jawab menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mampu
menjawab kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal
apabila tidak didukung oleh kompetensi yang memadai dalam memahami teknik
pembentukan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
menjadi faktor penting untuk memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi di tingkat
daerah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi anggota DPRD
merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan pemanfaatan hak inisiatif pada masa yang
akan datang (Tini and Alfiyah 2022).

Dominasi pemerintah daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah turut
memengaruhi rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar rancangan Peraturan Daerah disusun oleh organisasi perangkat daerah
yang memiliki dukungan birokrasi, tenaga ahli, serta data teknis yang lebih lengkap
dibandingkan DPRD. Keunggulan tersebut menyebabkan pemerintah daerah lebih siap
dalam menyusun naskah akademik maupun rancangan regulasi sehingga usulan legislasi lebih
banyak berasal dari pihak eksekutif. Bagir Manan menjelaskan bahwa pembentukan
Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antara kepala daerah dan DPRD yang dilandasi
prinsip kemitraan, bukan hubungan subordinasi. Dominasi salah satu pihak berpotensi
mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Kondisi tersebut juga berimplikasi terhadap berkurangnya ruang partisipasi DPRD
dalam merumuskan kebijakan hukum yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif masih
menjadi tantangan dalam mewujudkan fungsi legislasi yang efektif di Kabupaten Bengkulu
Selatan (Rahmadini et al. 2022).

Keterbatasan tenaga ahli, dukungan anggaran, dan alokasi waktu pembahasan turut
memengaruhi efektivitas penggunaan hak inisiatif DPRD. Penyusunan sebuah rancangan
Peraturan Daerah memerlukan kajian akademik yang komprehensif, konsultasi publik,
harmonisasi peraturan, serta pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. Seluruh
tahapan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang
memadai agar produk hukum yang dihasilkan memenuhi standar pembentukan peraturan
perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut
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menyebabkan DPRD lebih banyak memprioritaskan pembahasan rancangan Peraturan
Daerah yang telah diajukan pemerintah daerah daripada menyusun rancangan baru melalui
hak inisiatif. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi tidak
hanya ditentukan oleh kewenangan normatif yang dimiliki DPRD, tetapi juga dipengaruhi
oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan administratif yang tersedia. Temuan penelitian ini
memperlihatkan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD memerlukan penguatan
kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli yang
kompeten, dukungan anggaran legislasi yang memadai, serta perencanaan Program
Pembentukan Peraturan Daerah yang lebih partisipatif. Optimalisasi tersebut diharapkan
mampu memperkuat fungsi legislasi DPRD sebagai representasi masyarakat sekaligus
menciptakan keseimbangan peran antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan
Peraturan Daerah (Taufik 2022).

2. Analisis Pemanfaatan Hak Inisiatif DPRD dalam Perspektif Siyasak
Tasyri'tyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten
Bengkulu Selatan belum mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi yang ideal sebagaimana
diamanatkan dalam sistem pemerintahan daerah maupun dalam perspektif Szyasah Tasyri'iyah.
Rendahnya jumlah rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatift DPRD
menunjukkan bahwa kewenangan legislasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana
memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak
terhadap efektivitas pembentukan Peraturan Daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas
representasi politik yang dijalankan oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.
Perspektif Siyasah Tasyri'iyah memandang pembentukan peraturan sebagai bagian dari
tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam menciptakan kemaslahatan bagi
masyarakat. Kewenangan legislasi tidak dipahami sebatas hak konstitusional, melainkan
sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan
keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum. Pandangan tersebut menempatkan
setiap produk hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan
sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD memiliki relevansi yang kuat dengan

tujuan Szyasah Tasyri'iyah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
kemaslahatan (Katrino 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi tidak hanya diukur
dari jumlah Peraturan Daerah yang berhasil disahkan, tetapi juga dari sejauh mana proses
pembentukannya mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat melalui keterlibatan aktif
lembaga legislatif. Semakin rendah penggunaan hak inisiatif, semakin terbatas pula ruang
DPRD dalam menjalankan fungsi representasi yang menjadi esensi lembaga perwakilan
dalam sistem pemerintahan daerah (Fatmah 2023). Perspektif tersebut memperlihatkan
bahwa musyawarah dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak cukup diwujudkan melalui
proses pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga harus diawali
dengan inisiatif legislatif yang lahir dari identifikasi kebutuhan masyarakat. Hak inisiatif
menjadi indikator konkret bahwa mekanisme demokrasi substantif berjalan melalui
partisipasi aktif wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan publik.

Konsep syira menjadi salah satu prinsip fundamental dalam Siyasah Tasyri'iyah yang
memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Prinsip tersebut
menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam merumuskan kebijakan publik
sehingga setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat secara kolektif.
Hak inisiatif DPRD merupakan bentuk implementasi nilai sy#ra karena memberikan
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kesempatan kepada wakil rakyat untuk mengusulkan rancangan Peraturan Daerah
berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya (Aldani, Nurhikma,
and Putri 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan hak inisiatif
menyebabkan ruang penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme legislasi menjadi
kurang optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pembentukan Peraturan Daerah
lebih banyak dipengaruhi oleh agenda pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang
berkembang di tengah masyarakat. Muhammad Igbal menjelaskan bahwa konsep syzra tidak
hanya menekankan proses musyawarah, tetapi juga menghendaki partisipasi aktif para wakil
masyarakat dalam menghasilkan kebijakan yang berkeadilan. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan hak inisiatif DPRD merupakan salah satu
bentuk penguatan implementasi prinsip sy#ra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Implikasi temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di
lingkungan DPRD merupakan kebutuhan yang bersifat strategis, karena kapasitas individu
anggota legislatif berpengaruh langsung terhadap kualitas produk hukum daerah yang
dihasilkan. Penguatan kompetensi tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban
moral atas mandat yang diberikan masyarakat melalui mekanisme demokrasi (Putra and
Prayitno 2022).

Perspektif Szyasah Tasyri'iyah juga menempatkan amanah sebagai landasan etik dalam
pelaksanaan kekuasaan. Anggota DPRD memperoleh legitimasi politik melalui kepercayaan
masyarakat schingga setiap kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk
memperjuangkan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai
keterbatasan, seperti rendahnya kemampuan /lega/ drafting, minimnya tenaga ahli, serta
keterbatasan anggaran, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan hak inisiatif.
Kendala tersebut tidak menghapus tanggung jawab moral DPRD untuk terus meningkatkan
kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi. Al-Mawardi menegaskan bahwa
setiap pemegang kekuasaan berkewajiban menjalankan amanah secara profesional demi
mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Putra and Rahmi 2021). Pelaksanaan amanah tidak
hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan kewenangan yang bersifat administratif, tetapi
juga dari kemampuan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi legislasi
merupakan bagian dari upaya memenuhi amanah sebagai wakil rakyat dalam proses
pembentukan Peraturan Daerah (Ramadhani et al. 2022).

Konsep al-maslahah al-'ammah menjadi tujuan utama dalam pembentukan kebijakan
menurut Siyasah Tasyri'iyah. Setiap peraturan yang dibentuk harus memberikan manfaat yang
lebih besar daripada mudarat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara
berkeadilan. Hak inisiatif DPRD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut
karena memberikan kesempatan kepada lembaga legislatif untuk mengidentifikasi persoalan
yang berkembang di masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam norma hukum yang
responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan hak inisiatif
berpotensi mengurangi peluang lahirnya Peraturan Daerah yang berorientasi langsung pada
kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan fungsi legislasi
tidak hanya diukur dari banyaknya Peraturan Daerah yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas
substansi regulasi yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Abdul Wahhab
Khallaf menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian
kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Temuan
penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi hak inisiatift DPRD merupakan langkah
strategis untuk memperkuat orientasi pembentukan Peraturan Daerah yang lebih responsif,
partisipatif, dan berkeadilan (Gusmansyah 2017).
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Kualitas suatu Peraturan Daerah pada hakikatnya ditentukan oleh tingkat relevansinya
terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya. Semakin besar ruang
yang diberikan kepada DPRD untuk menginisiasi pembentukan regulasi berdasarkan aspirasi
masyarakat, semakin besar pula peluang terwujudnya kebijakan daerah yang mampu
memberikan kemanfaatan nyata serta menjawab persoalan publik secara berkelanjutan
(Dayanto 2014)d.

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD
Kabupaten Bengkulu Selatan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi
yang efektif, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun dalam perspektif Szyasab
Tasyri'iyah. Faktor keterbatasan kompetensi /lga/ drafting, minimnya dukungan tenaga ahli,
keterbatasan anggaran, serta dominasi pemerintah daerah menjadi penyebab utama belum
optimalnya penggunaan hak inisiatif dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Analisis berdasarkan prinsip sy#ra, amanah, abl al-hall wa al-'aqd, dan al-maslahab al-
"ammah menunjukkan bahwa hak inisiatif bukan sekadar kewenangan prosedural, melainkan
instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif,
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan kapasitas legislasi anggota DPRD,
peningkatan dukungan tenaga ahli, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan
fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi langkah yang diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak inisiatif. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu
menghasilkan Peraturan Daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi
juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi
tujuan pembentukan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun dalam konsep
Siyasah Tasyri'iyah (Kartika 2024).

Rangkaian temuan dan pembahasan tersebut menjawab tujuan penelitian bahwa
pemanfaatan hak inisiatif DPRD di Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum optimal akibat
berbagai kendala kelembagaan dan teknis, serta memerlukan penguatan kapasitas legislasi
agar selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum dalam hukum positif dan Séyasah
Tasyri'iyah. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan fungsi legislasi
DPRD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan normatif, tetapi juga oleh
kemampuan kelembagaan dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut secara efektif,
akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Temuan ini memperkuat
argumentasi bahwa reformasi kelembagaan DPRD perlu diarahkan tidak hanya pada aspek
regulatif, tetapi juga pada pengembangan kapasitas organisasi, peningkatan profesionalisme
anggota, serta penguatan budaya legislasi yang berbasis partisipasi publik (Yahya 2024).
Penguatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang lebih
adaptif terhadap dinamika masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui
optimalisasi fungsi legislasi yang berlandaskan nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip
Siyasah Tasyri'iyah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam penyusunan Peraturan Daerah periode 2020-2025 belum optimal
karena masih didominasi usulan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh
keterbatasan kompetensi /lega/ drafting, minimnya tenaga ahli, dominasi eksekutif, serta
keterbatasan anggaran dan waktu. Perspektif Siyasah Tasyri'iyah menunjukkan bahwa hak
inisiatif DPRD merupakan implementasi prinsip syzra, amanah, abhl al-hall wa al-'agd, dan al-
maslahah  al-'ammah. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas
kelembagaan DPRD melalui peningkatan kompetensi anggota, dukungan tenaga ahli, dan
optimalisasi peran Bapemperda. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian
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atau menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD.
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